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PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  

(URGENSI DAN TATA CARANYA) 

 
bcjambi.beacukai.go.id 

 

I. Latar Belakang Penghapusan BMN  

Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset, yang dalam Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat akan dilaporkan di neraca. BMN berupa Persediaan merupakan aset 

yang dilaporkan sebagai kelompok Aset Lancar. Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung 

dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya merupakan aset yang 

diklasifikasikan sebagai Aset Tetap. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan 

untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat 

umum. Sementara Aset Tak Berwujud dan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan 

akan dilaporkan sebagai Aset Lainnya dalam neraca. 

Nilai Aset Tetap yang dilaporkan di neraca merupakan nilai historis/perolehan. 

Bagi pengguna informasi akuntansi, nilai Aset Tetap ini akan digunakan untuk 

menganalisis kondisi keuangan pemerintah. Hasil analisis ini akan dijadikan dasar 

untuk pengambilan keputusan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Jika BMN yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi atau BMN yang 

sudah hilang tidak dihapuskan sehingga masih tetap dilaporkan di neraca, maka 

pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut tentu tidak tepat. 

Disamping itu BMN yang sudah rusak sebelum dihapus juga tetap harus diamankan baik 

secara fisik, adminstrasi maupun hukum, sehingga memerlukan biaya yang tidak 
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sedikit. Sehubungan dengan itu, menghapus BMN sesuai dengan tata cara yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan merupakan tindakan yang tepat. 

 

Kondisi yang melatarbelakangi penghapusan BMN:  

(1) BMN yang sesuai dengan peraturan harus diserahkan kepada pengelolan barang 

yaitu Tanah dan bangunan idle; 

(2) Pengalihan Status Penggunaan dari pengguna barang (Kementerian/Lembaga) yang 

menatausahakan BMN ke pengguna barang (Kementerian/Lembaga) lain;  

(3) Pemindahtanganan;  

(4) Pemusnahan;  

(5) Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan  

(6) Sebab-sebab lain kondisi yang melatarbelakangi penghapusan BMN. 

 

a) BMN harus diserahkan kepada Pengelola Barang. 

Sesuai dengan PMK 250/PMK.06/2011 tentang tata cara Pengelolaan BMN yang 

Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian 

Negara/Lembaga, pasal 2 mengatakan bahwa Pengguna Barang wajib menyerahkan 

BMN idle pada Kementerian/Lembaga unit kerja Pengguna Pengguna Barang yang 

bersangkutan kepada Pengelola Barang. Berdasarkan PMK 250/PMK.06/2011, pasal 

3 ayat 1, BMN idle adalah :  

(a) BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Kementerian/Lembaga; atau  

(b) BMN yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi 

Kementerian/ Lembaga.  

 

Selanjutnya pada pasal 3 ayat 2, BMN tidak termasuk dalam kriteria BMN idle 

apabila:  

(a) BMN telah direncanakan untuk digunakan oleh Kementerian/Lembaga yang 

bersangkutan sebelum berakhirnya tahun ketiga; atau  

(b) BMN telah direncanakan untuk dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun 

kedua, terhitung sejak BMN tersebut terindikasi sebagai BMN idle.  
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Prosedur penyerahan BMN idle tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor Per-5/KN/2012 tentang Prosedur 

Kerja dan Bentuk Surat Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak 

Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga. 

Dengan diserahkannya BMN berupa tanah dan/atau bangunan ke Pengelola 

Barang, BMN tersebut harus dihapuskan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna dan 

Daftar Barang Pengguna, karena BMN ini sudah berpindah ke Pengelola Barang 

dan akan dicatat sebagai BMN di pembukuan Pengelola Barang. 

 

b) Pengalihan Status Penggunaan. 

BMN yang status penggunaannya berada pada satu Pengguna Barang dapat 

dialihstatuskan ke Pengguna Barang lainnya dengan mengikuti prosedur yang diatur 

dalam Lampiran I PMK Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik 

Negara. BMN ini harus dihapuskan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar 

Barang Pengguna yang menatausahakan BMN (yang mengalihsatuskan), karena 

BMN ini nantinya akan dicatat di Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang 

Pengguna (Kementerian/Lembaga) yang menerima BMN tersebut. 

 

c) Pemindahtanganan BMN. 

Pemindahtanganan BMN merupakan pengalihan kepemilikan BMN sebagai 

tindak lanjut dari penghapusan BMN dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, 

atau disertakan sebagai modal pemerintah. Jika suatu BMN dijual, maka BMN 

tersebut akan diserahkan kepada pembeli BMN setelah pembeli menyetorkan harga 

BMN yang bersangkutan tersebut ke Kas Negara. Penjualan BMN ini umumnya 

dilakukan secara lelang. BMN juga dapat dilakukan tukar menukar melalui prosedur 

tertentu. Terdapat sedikit perbedaan prosedur tukar menukar BMN beruapa tanah 

dan/atau Bangunan dengan prosedur tukar menukar BMN selain tanah dan/atau 

bangunan. Namun BMN baik itu tanah dan atau bangunan maupun selain tanah 

dan/atau bangunan baru diserahkan kepada mitra tukar menukar setelah mitra 

tukar menukar telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyediakan BMN 

pengganti dan jika nilaibarang pengganti nilainya lebih rendah dari BMN yang 
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diserahkan maka mitra tukar menukar harus menyetor uang ke kas Negara atas 

kekurangannya. 

BMN dapat pula dihibahkan ke Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. Dengan dihibahkannya BMN ke penerima hibah 

maka BMN tersebut harus dihapuskan dari Daftar Barang di Kuasa Pengguna Barang 

(Satuan Kerja), Daftar Barang di Pengguna Barang serta catatan yang ada pada 

Pengelola Barang. BMN juga dapat digunakan sebagai penyertaan modal pemerintah 

pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam hal ini penyertaan modal pemerintah ini 

hakekatnya merupakan pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan 

kekayaan Negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Negara yang dipisahkan 

untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Negara pada BUMN, BUMD atau Badan 

Hukum lainnya yang dimiliki Negara.  

Jika BMN dijadikan penyertaan modal pemerintah, maka terjadi perpindahan 

kepemikian BMN tersebut ke BUMN/BUMD atau lembaga lainnya, oleh karena itu 

BMN yang bersangkutan harus dikeluarkan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, 

Daftar barang Pengguna serta catatan atas barang tersebut di Pengelola melalui 

proses penghapusan BMN. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa jika BMN 

dipindahtangankan melalui penjualan atau tukar menukar atau hibah atau 

penyertaan modal, maka barang tersebut sudah pindah kepemilikannya ke pihak 

lain sehingga harus dihapuskan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar 

Barang Pengguna serta Daftar Barang Milik Negara (yang dibuat oleh Pengelola 

Barang).  

d) Harus dimusnahkan, karena tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan 

tidak dapat dipindahtangankan, serta karena alasan lain sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Jika BMN dimusnahkan maka secara fisik barang tersebut 

dari ada menjadi tidak ada, oleh karena itu harus dilakukan penghapusan BMN 

tersebut dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Pengguna serta Daftar 

Barang Milik Negara yang ada di instansi Pengelola Barang. 

e) Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 

sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan 

ketentuan undang-undang. 
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f) Karena sebab-sebab lain. 

BMN harus dihapuskan karena sebab-sebab lain seperti hilang, kecurian, 

terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, mati untuk tanaman dan 

hewan. BMN dapat hilang atau terbakar. Jika terdapat BMN yang hilang atau 

terbakar tentu ada kerugian Negara, sehingga disamping BMN tersebut perlu 

dihapus, atas kerugian Negara tersebut mungkin akan ada proses tuntutan ganti 

rugi. 

Jika ada BMN hilang maka BMN yang semula ada sekarang menjadi tidak ada 

sehingga terjadi ketidaksesuaian antara catatan dengan fisiknya sehingga perlu 

dihapuskan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Pengguna dan Daftar 

Barang Milik Negara yang ada di catatan Pengelola. BMN mungkin habis terbakar, 

sehingga BMN tersebut secara fisik musnah oleh karena itu perlu dihapuskan. 

Demikian juga jika ada BMN yang menguap atau menyusut (terutama untuk 

persediaan), jumlah yang menguap/menyusut tersebut juga harus dikeluarkan dari 

catatan/daftar melalui proses penghapusan BMN. Banyak BMN yang hilang atau 

rusak berat karena bencana, BMN tersebut harus segera dihapuskan. Jika ada BMN 

berupa hewan atau tanaman yang mati, BMN tersebut juga harus dikeluarkan dari 

catatan/Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengguna serta Daftar 

Barang Milik Negara yang ada di catatan pengelola melalui proses penghapusan. 

 

3. Persyaratan BMN dapat dihapuskan 

Untuk dapat dihapuskan, BMN tersebut harus memenuhi syarat. Persyaratan 

dibedakan antara BMN selain tanah dan bangunan dan persyaratan untuk BMN 

berupa Tanah dan Bangunan. 

a. Persyaratan Penghapusan BMN selain tanah dan bangunan 

Untuk dapat dihapuskan, BMN selain tanah dan bangunan harus memenuhi 

persyaratan teknis, ekonomis atau barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan 

perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman. 

Persyaratan teknis : 

1. Secara fisik BMN tersebut tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak 

ekonomis apabila diperbaiki. 

2. BMN juga tidak dapat digunakan karena modernisasi. 
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3. Barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa 

4. BMN mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti 

terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya. 

5. Berkurang barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut 

dalam penyimpanan/ pengangkutan. 

 

Persyaratan ekonomis : lebih menguntungkan bagi Negara jika barang dihapus, 

karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat 

yang diperoleh. 

Secara teknis BMN selain tanah dan/atau bangunan dapat dihapuskan manakala 

secara fisik BMN tersebut tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis 

apabila diperbaiki. Suatu BMN juga dapat dihapus manakala tidak dapat digunakan 

karena modernisasi dan karena kadaluarsa. BMN seperti obat memilki masa 

pemakaian dan jika sudah kedaluarsa, BMN tersebut harus dihapuskan. BMN seperti 

pita cukai misalnya, jika terjadi kebijakan penggantian pita cukai yang lama dengan 

yang baru, tentu persediaan pita cukai yang lama harus dihapuskan. Disamping itu 

BMN dapat mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti 

terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya. BMN juga dapat berkurang dalam 

timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau 

pengangkutan.  

Persediaan tertentu dapat dengan mudah terjadi pengurangan secara fisik. Jika 

terjadi pengurangan maka perlu dihapuskan. Persyaratan ekonomis yang harus 

dipenuhi adalah lebih menguntungkan bagi Negara jika barang dihapus, karena 

biaya operasional dan pemeliharaan barang tersebut lebih besar daripada manfaat 

yang diperoleh. Khusus untuk kendaraan dinas operasional, PMK 96/PMK.06.2007 

mengatur bahwa kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dihapuskan 

apabila telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai 

tanggal, bulan, tahun perolehannya untuk perolehan dalam kondisi baru. Sedangkan 

jika perolehan bukan kondisi baru, 10 (tahun) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun 

pembuatannya. Disamping itu penghapusan BMN tersebut tidak akan mengganggu 

penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. 
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Kendaraan bermotor operasional juga dapat dihapus apabila kendaraan 

bermotor tersebut hilang atau rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure 

dengan kondisi paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan keterangan 

instansi yang kompetent, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Untuk 

penghapusan BMN berupa kendaraan bermotor pada perwakilan Pemerintah RI di 

luar negeri, persyaratannya mengikuti ketentuan Negara setempat. Misalkan suatu 

Negara menetapkan bahwa kendaraan bermotor hanya boleh digunakan selama 5 

tahun, tentu penghapusan BMN berupa kendaraan bermotor yang dimiliki 

Perwakilan RI di Negara tersebut harus mengikuti persyaratan tersebut. Setelah 

kendaraan tersebut tidak dibolehkan digunakan maka kendaraan tersebut harus 

segera dihapuskan.  

Secara teknis penghapusan BMN kendaraan yang dikuasai Perwakilan Republik 

Indonesia di Luar Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

169/PMK.06/2010 Tentang Tata cara Penghapusan BMN pada Perwakilan Republik 

Indonesia di Luar Negeri BMN selain tanah dan/atau bangunan juga dapat dihapus 

jika BMN tersebut hilang. dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian 

karena kematian hewan atau tanaman. Jika ada BMN yang hilang maka dilakukan 

penelitian/pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada tuntutan ganti rugi. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 59 ayat 1 

mengatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan 

melanggar hukum atau kelalaianmseseorang harus segera diselesaikan sesuai 

dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.  

Selanjutnya pada pasal 59 ayat 2 dikatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri 

bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum 

atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan 

keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Masih pada asal 59 ayat (3) 

dikatakan bahwa setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan 

kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah 

mengetahui bahwa dalam kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah 

yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. BMN 

berupa tanaman dan hewan jika mati tentu harus segera dihapuskan dari daftar 

barang. 

 



Tulisan Hukum - SUBBAG HUKUM  
BPK RI Perwakilan Sulsel  - 2015 
 Page 8 

 

 

b. Persyaratan Penghapusan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan 

Menurut PMK nomor 96/PMK.06/2007, lampiran VI angka II.2, BMN berupa 

tanah dan bangunan untuk dapat dihapus harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

(1) barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di 

luar kemampuan manusia (force majeure). 

(2) lokasi barang jadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 

karena adanya perubahan tata ruang kota. 

(3) sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas 

(4) penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik Negara dalam rangka efisiensi; 

atau 

(5) pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan. 

 

Tanah dan/atau bangunan dapat mengalami kondisi rusak berat karena sebab 

lain di luar kemampuan manusia seperti karena adanya bencana alam. Hal ini 

pernah terjadi atas BMN di tanah air. Untuk tertib administrasi BMN dengan kondisi 

seperti ini harus dihapuskan segera dengan mengikuti peraturan yang berlaku. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2006 tentang Tata Cara 

Penghapusan Barang Milik Negeri Akibat Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu contoh landasan 

hukum penghapusan BMN karena terkena Bencana alam di luar kemampuan 

manusia. Tata ruang diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang. Selanjutnya undang undang ini dilaksanakan oleh daerah dengan 

menyusun rencana tata ruang wilayah. Jika suatu peraturan daerah mengenai 

rencana tata ruang wilayah diberlakukan dan suatu BMN berupa tanah dan atau 

bangunan menempati suatu lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka 

BMN tersebut dapat dihapuskan dengan tindak lanjut yang tepat misalkan dengan 

pemindahtangan. 

Jika ada beberapa BMN berupa tanah dan atau bangunan yang tidak dalam satu 

lokasi, dalam rangka efisiensi, BMN tersebut dapat disatukan. Konsekuensinya dari 

beberapa BMN tersebut harus dihapuskan dengan tindak lanjut dipindahtangankan. 
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BMN juga dapat dipindahtangankan dengan pertimbangan dalam rangka rencana 

strategis pertahanan. Konsekuensinya, BMN tersebut harus dihapuskan.  

 

 

Penulis: 

Judika L. M., 

Subbag Hukum BPK Perwakilan Sulawesi Selatan 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan 

pendapat instansi. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara. 

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara. 

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah. 

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 merupakan 
perubahan dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 
tentang 

Penatausahaan BMN 

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 
tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang 

Penggolongan dan Kodefikasi BMN 

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang 
Tata 

Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik 

Negara. 

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang 

Penggolongan dan Kodefikasi BMN 

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.06/2010 
Tentang Tata 

cara Penghapusan BMN pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2006 tentang Tata Cara Penghapusan Barang 

Milik Negeri Akibat Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi 

Jawa Tengah 

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2007 
tentang 

Rekonsiliasi BMN 

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2008 
tentang Tata 

Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah 

Pusat. 



Tulisan Hukum - SUBBAG HUKUM  
BPK RI Perwakilan Sulsel  - 2015 
 Page 11 

PMK 250/PMK.06/2011 tentang tatacara Pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk 

menyelenggarakan tugas dan fungsi kementerian/lembaga 

Kementerian Keuangan RI, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor Per-
5/KN/2012 tentang 

Prosedur Kerja dan Bentuk Surat Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak 
Digunakan 

Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga. 

Kementerian Keuangan RI, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: Per-
07/KN/2009 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka 
Penyusunan 

Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

 

 


